BAB. 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat
dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam menjatuhkan putusan penyalahgunaan narkotika, hakim harus
mendasarkan dari berbagai faktor, antara lain faktor yuridis, sosiologis, dan
filosofis supaya putusan tersebut dapat diterima dengan akal sehat dan putusan
tersebut dapat dirasa adil bagi pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum. Hal ini
untuk menghindarkan terjadinya disparitas pidana penyalahgunaan narkotika yang
terlalu mencolok.

Adanya disparitas pidana yang terjadi di dalam Putusan Nomor : 112
/Pid.B/2010/PN.Yk. dan Putusan Nomor : 61/Pid.B/2010/PN.Yk. merupakan
akibat yang timbul karena adanya dasar-dasar pertimbangan, baik yang
meringankan dan memberatkan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Di
dalam Putusan Nomor : 112 /Pid.B/2010/PN.Yk. dengan terdakwa HENDRI
SUSILO, ada salah satu dasar pertimbangan hakim yang memberatkan dan sangat
berpengaruh dalam penjatuhan putusan, yaitu terdakwa adalah seorang residivis,
sehingga terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentang pengulangan pidana diatur dalam
Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

sedangkan di dalam Putusan Nomor : 61/Pid.B/2010/PN.Yk. dengan terdakwa
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FANDI AHMAD, ada salah satu dasar pertimbangan hakim yang meringankan
dan sangat berpengaruh, yaitu terdakwa belum pernah dihukum sehingga
terdakwa hanya diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta di atas
merupakan dasar pertimbangan yang saling bertentangan yang menyangkut status
profesi terdakwa. Atas dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
tersebut di atas, maka terjadi suatu disparitas pemidanaan penyalahgunaan
narkotika, yang menurut pendapat penulis dapat diterima akal sehat/rasional,
karena putusan tersebut dapat dirasa adil bagi pelaku, masyarakat dan kepentingan

hukum.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis
mengajukan saran, Yyaitu dalam memutus suatu perkara pidana
penyalahgunaan narkotika, hakim harus memperhatikan dasar-dasar
pertimbangan dari berbagai faktor, baik yang meringankan atau memperberat
pemidanaan, baik di dalam atau di luar pengadilan. Selain itu, untuk
menghindari terjadinya disparitas pemidanaan yang mencolok, perlu dibentuk
standar pemidanaan yang jelas dan dasar-dasar pertimbangan yang kuat oleh
hakim, baik dasar pertimbangan yuridis maupun non yuridis sehingga putusan

tersebut dapat dirasa adil bagi pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum.
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